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Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa konsumen memiliki hak
atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Selain itu di dalam Pasal 97 ayat (1)
dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan juga menyatakan bahwa Setiap Orang yang memproduksi Pangan
di dalam negeri atau yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada kemasan pangan. Namun
pada kenyataannya masih banyak ditemukan pelaku usaha yang tidak mencantumkan label pada barang yang diperdagangkan.
Tujuan penelitian skripsi ini untuk menjelaskan pelaksaan perlindungan konsumen terhadap peredaran produk pangan curah yang
tidak berlabel, akibat hukum bagi pelaku usaha yang memperdagangkan produk pangan curah yang tidak berlabel dan upaya hukum
yang dapat dilakukan oleh konsumen yang dirugikan akibat penggunaan produk pangan curah yang tidak berlabel. 
Penelitian ini bersifat yuridis empiris. Data penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian
kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan, karya ilmiah,
pendapat para sarjana, buku-buku dan artikel. Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer melalui wawancara
dengan responden dan infoman. 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap pangan curah yang tidak berlabel di
Kota Banda Aceh belum terlaksana dengan baik karena kurangnya tingkat kesadaran pelaku usaha. Akibat hukum bagi pelaku
usaha yang memperdagangkan pangan curah akan mendapatkan teguran dan penyuluhan dari dinas terkait antara lain Disperindag
dan BPPOM. Apabila teguran tidak ditanggapi, maka pihak terkait dapat  melakukan tindakan penarikan produk, pemusnahan
produk, pencabutan izin usaha, dan penjatuhan sanksi atas perbuatannya. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen yang
dirugikan antara lain melakukan pengaduan langsung kepada pelaku usaha tersebut serta dapat menggugat pelaku usaha melalui
jalur litigasi dan/atau jalur non-litigasi temasuk juga melalui BPSK. 
Disarankan kepada konsumen, agar lebih berhati-hati dalam memilih produk pangan. Disarankan kepada pelaku usaha untuk taat
pada aturan hukum serta memahami kewajibannya dan tidak curang dalam memproduksi barang dan/atau jasa. kepada Dinas terkait
disarankan agar lebih aktif dalam memberikan penyuluhan kepada konsumen dan pelaku usaha, serta menjatuhkan akibat sanksi
yang tegas dan tepat sasaran terhadap pelaku usaha yang masih memperdagangkan pangan curah.
